BUPATI BARITO UTARA

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR ae TAHUN 2016

TENTANG

JALUR KOORDINASI DOKUMEN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
Di LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

: 8

BUPATI! BARITO UTARA,

bahwa dalam ranghea meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, dan pelaku usaha di Kabupaten Barito
Utara serta untuk mempermudah proses pelayanan
dengan mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah,
murah, transparan dalam pelaksanaanya, maka perlu
diatur mekanisme jalur koordinasi proses perizinan dan
nonperizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Utara yang ditandatangani oleh Bupati Barito
Utara;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati Barito Utara tentang Jalur Koordinasi Dokumen
Perizinan Dan Neonperizinan Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Utara,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nemor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Tahun 1953, Nomor 9] sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820}, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
Tanah Laut, Daerah Tingkat I Tapin dan Daerah
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Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038j;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemnerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4861);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lebaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomeor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
[zin Prinsip Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Nomor 2] sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata
Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala




Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun
2013 ;

17. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2014
tentang Tugas Dan Uraian Tugas Jabatan Pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara;

18. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan
Penandatanganan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Dalam
Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 2 PERATURAN BUPATI TENTANG JALUR KOORDINASI

DOKUMEN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO

UTARA.,
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

kb
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Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Bupati adalah Bupati Barito Utara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
Asisten Pemerintahan adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Barito
Utara Bidang Pemerintahan.

Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah
Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Bidang Ekonomi
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten
Barito Utara Bidang Administrasi Umum.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya
disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara yang menyelenggarakan fungsi
pelayanan terpadu perizinan dan Nonperizinan serta fungsi penanaman
modal.




11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.

12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan usaha menanam modal
vang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh penanam
modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang bertujuan untuk
melakukan usaha di wilayah daerah.

13. Koordinasi adalah suatu proses pengaturan tata hubungan dari usaha
bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian
tujuan bersama

14. Paraf Koordinasi adalah bentuk koordinasi dalam penyusunan naskah dinas
berupa paraf dari satuan kerja perangkat daerah yang dilakukan secara
berjenjang untuk ikut bertanggung jawab karena tugas pokok dan
fungsinya terkait naskah dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang
memiliki atau diberikan wewenang.

15. Tim Teknis adalah para ahli dari instansi teknis yang membidang suatu
kegiatan dan bertugas untuk melakukan telaah serta penilaian dokumen
terkaiat suatu usaha/kegiatan tertentu.

16. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar
usaha.

17. Nonperizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu, di luar perizinan.

BAB 11
TUJUAN

Pasal 2

(1) Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman jalur
koordinasi terhadap dokumen perizinan dan nonperizinan.

(2) Dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah dokumen yang ditandatangani oleh Bupati.

BAB 111
JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Jenis pelayanan meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan vang
ditandatangani Bupati sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati vang
mengatur tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Dalam Rangka
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.




BAB IV
JALUR KOORDINASI

Pasal 4

(1) Perizinan dan nonperizinan yang memerlukan tanda tangan Bupati secara
teknis  dikoordinasikan oleh BPMPTSP dan secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Koordinasi pengajuan dokumen berupa keputusan perizinan yang
ditandatangani Bupati, wajib dilakukan paraf koordinasi dari unsur
BPMPTSP, unsur SKPD terkait, unsur Bagian Hukum dan Bagian
Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.

{3) Contoh paraf koordinasi pengajuan dokumen berupa keputusan yang
ditandatangani Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2] pasal ini terdapat
dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.

(4) Koordinasi pengajuan dokumen berupa rekomendasi nonperizinan yang
ditandatangani Bupati, wajib dilakukan paraf koordinasi dari unsur
BPMPTSP, unsur SKPD terkait, unsur Bagian Administrasi Perekonomian dan
Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.

(5) Contoh paraf koordinasi pengajuan dokumen berupa rekomendasi
nonperizinan yang ditandatangani Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4)
pasal ini terdapat dalam Lampiran [l Peraturan Bupati ini.

(6) Rekomendasi nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal
tertentu dapat dilakukan paraf koordinasi oleh Bagian Hukum Sekretariat
Daerah.

(7) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan kebijakan
Bupati.

Pasal 5

(1) Pengajuan dokumen perizinan dan nonperizinan sebelum ditandatangani
oleh Bupati terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Teknis;

(2) Dokumen yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis wajib diparaf koordinasi
terlebih dahulu oleh pejabat yang bertanggung jawab karena tugas pokok dan
fungsinya atau terkait dengan tugasnya;

(3) Paraf Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis
huruf Bookman Old Style dengan ukuran huruf 12;

(4) Cap Paraf Koordinasi menggunakan tinta berwarna ungu;

Pasal 6

Paraf koordinasi dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya
masing-masing.

Fasal 7

Untuk pelaksanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat diselesaikan dan
dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan berkas
perizinan dan nonperizinan dinyatakan lengkap dan benar, terkecuali diatur lain
oleh Peraturan Perundang-undangan.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal [%44T1..2016

BUPA' UTARA,

-
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NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal. \lz.J4171..2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR... 2.2

Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN [:

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG JALUR KOORDINASI DOKUMEN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO UTARA

CONTOH PARAF KOORDINASI FENGAJUAN DOKUMEN BERUPA KEFUTUSAN PERIZINAN TANG
DITANDATANGANI BUPATI

1. Paraf Koordinasi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayeanan Terpadu Sam Finto

BPFMPTEP

JABATAN FARAY

KEPALA BPMPTSP

SEHRETARIS

HABID
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PELAKEANA

anrn

PENANGGUNGJAWAR
KELUAR MASUK SURAT

2. Paraf Koordinasi pada SKPD Terkait :

NAMA SKPD TEHKNIS

PARAF

JABATAN TGL

BEKDA

KEPALA SKPD
TEKNIS/HEPALA
DINAS /KEPALA BADAN

PENANGGURNGJAWAE
KELUAR MASUK SURAT




3. Paraf Koordinas pada Bagian Hukum Sekretariat Dasrah :

BAGIAN HUKUM
PARAF
JABATAN TGL
SEKDA
ABIETEN PEMERINTAHAN
KABAG. HUKUM
HABUBBAG

aamas e E

PENANGGUNGJAWAR
HELUAR MASUK SURAT

4, Parafl Koordinasi pada Bagian Administresi Perekonomian dan Sumber Dava Alam

sekretariat Daerah ¢

BAGIAN EKONOMI DAN SDA

PARAF
JABATAN TGL
SEKDA
ABISTEN PEMBANGUNAN
DAN KESRA

HKABAG. EKRONOMI & 5DA

KASUBBAG
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PELAHEBANA

e etel]

PENANGGUNGJAWAR
HELUAR MASUH SURAT

[ BAG.ORCAHISASI
SERDA
A5

KAl 4

Rt -

b
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ASISTEN
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KASUBBAG

KONSEPTOR
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BUPATI BEARITO UTARA,
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LAMPIRAN II:

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR #° TAHUN 2016

TENTANG JALUR KOORDINASI DOKUMEN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO UTARA

CONTOH PARAF KOORDINASI PENGAJUAN DOKUMEN BERUFPA REKOMENDASI NONPERIZINAN YANG
DITANDATANGANI BUPATI

1. Paraf Koordinasi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PARAF

JABATAN TGL

HEPALA BPFMPTSP

SEKRETARIS

e L

S e EEE BESEERL IR R,

PENANGGUNGJAWAR
KELUAR MASUH SURAT

2. Parafl Keordinasi pada SKPD Terkait :

NAMA BKPD TEKNIS

PARAF

JABATAN TGL

KEPALA S8KFD
TEKNIS/ KEPALA
DIRAS/KEPALA BADAN

BE AR R SRS RS

- * )

PENANGGUNGJAWAR
KELUAR MASUK SURAT




3. Paraf Koordinasi pada Bagian Administrasi Perelkonomian dan Sumber Daya Alam
sekretariat Daerah :

BAGIAN EKONOMI DAN SDA

PARAF
JABATAN TGL
SEHDA
AEIETEN PEMBANGUNAN
DAN KESRA

KABAG. EKONOMI & SDA

KASUBBAG

PELAHEANA

PENANGGUNGJAWARB
KELUAR MASUK SURAT
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